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Petugas pemungut yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi adminstratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pemberhentian sementara sebagai petugas pemungut;
dan/atau
c. pemberhentian sebagai petugas pemungut.
Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam hal
pelanggaran yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, diberikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak pelanggaran dilakukan.
Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara
sebagai petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b diberikan dalam hal teguran tertulis tidak ditaati
dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali,
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai petugas
pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
diberikan dalam hal pemberhentian sementara dilanggar
dan/atau pelanggaran dilakukan secara berulang lebih dari 2
(dua) kali.
Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan ganti kerugian dan /atau
tuntutan pidana dalam hal kegiatan yang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.

Pasal 54
Pemungutan Retribusi atas pelayanan kebersihan untuk
penyediaan kakus dapat dilaksanakan melalui perjanjian
kerjasama pelayanan kebersihan untuk penyediaan kakus
dengan pihak ketiga.
Pemungutan Retribusi melalui kerjasama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah
melalui kajian potensi, kebutuhan, dan kelayakan untuk
pelaksanaan kerjasama.
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria terdiri atas:
a. mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang
mencukupi dalam pemungutan Retribusi; dan
b. memiliki kemampuan keuangan dalam pemenuhan target
Retribusi yang ditentukan.
Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan
pemeriksaan.
Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan perorangan, badan usaha
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.
Perjanjian kerjasama pelayanan Retribusi atas pelayanan
kebersihan untuk penyediaan kakus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. sanksi;
d. lokasi;
e. jangka waktu;
f. target Retribusi; dan
g. tata cara pembayaran imbal jasa.
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Pasal 55
Pemungutan Retribusi atas pelayanan kebersihan untuk
penyediaan kakus yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
dilakukan dengan menggunakan karcis elektronik atau dokumen
lain yang dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik
yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

Pasal 56

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
menyampaikan surat pemberitahuan Retribusi kepada
Perangkat Daerah pengelola Retribusi berdasarkan pada
jumlah karcis elektronik atau dokumen lain yang
dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik yang
telah digunakan.

(2) Surat pemberitahuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh pihak ketiga paling lambat tanggal
3 (tiga) setiap bulan.

Pasal 57

(1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
wajib di setor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian Kerja sama.

(3) Pihak ketiga dilarang melakukan pemungutan Retribusi diluar
tarif yang ditetapkan.

(4) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan kewajiban dan
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penundaan pembayaran imbal jasa; dan /atau
C. pemutusan perjanjian kerjasama.

(5) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana
dalam hal kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan

pidana.
Pasal 58
(1) Pihak ketiga diberikan imbal jasa melalui rekening belanja
pada APBD.

(2) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika
pihak ketiga telah melakukan penyetoran Retribusi.

(3) Pemberian imbal jasa dilakukan dengan menghitung
persentase tertentu dengan berbasis kinerja yang telah
dicapai.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 59
(1) Pelaporan penerimaan Retribusi atas pelayanan kebersihan
untuk penyediaan kakus disusun oleh bendahara penerimaan
dalam bentuk laporan realisasi penerimaan yang menjelaskan
jumlah Retribusi yang diterima setiap bulan.
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(2) Pelaporan hasil penerimaan Retribusi atas pelayanan
kebersihan untuk penyediaan kakus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam format laporan manual dan
diinputkan ke dalam aplikasi sistem pelaporan keuangan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinputkan
melalui aplikasi sistem pelaporan keuangan, dicetak dan
disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Bagian Kelima
Retribusi Atas Pelayanan Kebersihan Untuk
Pengolahan Lumpur Tinja
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 60

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap Wajib
Retribusi yang memperoleh pelayanan pengolahan lumpur
tinja.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh perorangan/individu dan Badan dengan
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh
UPTD untuk memperoleh:

a. pelayanan penyedotan lumpur tinja; dan
b. pelayanan pengolahan lumpur tinja.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Paragraf 2
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 61

(1) Petugas yang ditunjuk pada UPTD melakukan penghitungan
Retribusi berdasarkan pelayanan yang diberikan.

(2) Kepala UPTD melakukan penetapan Retribusi berdasarkan
penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dicantumkan dalam SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan baik yang berbentuk elektronik maupun non
elektronik.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
kepala UPTD.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 62

(1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang
berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
baik yang berbentuk elektronik maupun non elektronik.

(2) Retribusi terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas,
dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) Hari
terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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(3) Pembayaran Retribusi terutang oleh Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara non
tunai dan tunai.

(4) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan cara:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara non tunai
melalui rekening penerimaan pendapatan Perangkat
Daerah pengelola Retribusi atau rekening kas umum
Daerah; dan

b. Wajib Retribusi menyampaikan bukti pembayaran Retribusi
dalam bentuk cetak atau elektronik kepada petugas
pemungut untuk dijadwalkan waktu pengambilan sampel
dan/atau pengujian.

(5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan cara:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
ke petugas pemungut dengan menggunakan uang tunai;

b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
diberikan tanda bukti pembayaran berupa bukti lunas baik
dalam bentuk tercetak mapun elektronik;

¢. petugas pemungut melakukan penyetoran Retribusi ke
bendahara penerimaan melalui rekening penerimaan
Perangkat Daerah Pengelola Retribusi paling lambat 1 x 24
jam setelah Wajib Retribusi melakukan pembayaran ke
petugas pemungut; dan

d.untuk hari libur penyetoran dilakukan oleh petugas
pemungut Retribusi pada Hari pertama setelah hari libur.

(6) Petugas pemungut ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah
pengelola Retribusi.

(7) Berdasarkan pembayaran non tunai dan tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bendahara penerimaan
melakukan pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran
Retribusi terutang dalam buku penerimaan.

(8) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, bendahara
penerimaan menyetorkan hasil pembayaran Retribusi
terutang yang disetorkan oleh petugas pemungut ke rekening
kas umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(9) Petugas pemungut yang tidak melakukan penyetoran atas
retribusi yang sudah dibayar oleh wajib retribusi dalam jangka
waktu 1 x 24 jam, dikenakan sanksi administratif berupa
surat teguran dari Kepala Perangkat Daedrah pengelola
Retribusi.

Pasal 63
Setelah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dilakukan, petugas pelayanan pengolahan lumpur tinja
melaksanakan:
a. penentuan jadwal pelayanan penyedotan tinja di lokasi yang
diminta oleh Wajib Retribusi; dan/atau
b. melakukan pengawasan terhadap pembuangan lumpur tinja ke
sarana instalasi pengolahan limbah tinja.
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Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 64

(1) Petugas pemungut menyampaikan rekapitulasi penerimaan
Retribusi kepada kepala UPTD setiap hari dan membuat
laporan penerimaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

(2) Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan penerimaan
harian kepada kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi
dan wajib mengisikan penerimaan pada sistem yang dapat
diakses Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan Daerah di bidang pendapatan.

a. bendahara Penerimaan menyampaikan laporan bulanan ke
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan Daerah dibidang keuangan dan Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
Daerah di bidang pendapatan; dan

b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
bendahara penerimaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 65

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib
Retribusi yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan
umum secara berlangganan dari Perangkat Daerah Pengelola
Retribusi.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan pada Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan
parkir di tepi jalan umum secara tidak berlangganan.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh perorangan dan Badan dengan menggunakan
formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah
Pengelola Retribusi.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diajukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi.

(5) Pendaftaran parkir berlangganan oleh Wajib Retribusi secara
luar jaringan (offline) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melalui tempat yang ditetapkan oleh Perangkat
Daerah Pengelola Retribusi.

Pasal 66
(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi parkir ditepi jalan
umum melakukan Pemungutan Retribusi terhadap:
a. kawasan padat;
b. kawasan tidak padat;
c. kawasan wisata; dan
d. kawasan insidentil.
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Perangkat Daerah pengelola Retribusi parkir ditepi jalan

umum melakukan survei untuk menentukan kawasan padat

dan kawasan tidak padat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b.

Kriteria kawasan padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. minimal penggunaan ruang parkir perhari 4 (empat)
kendaraan atau lebih;

b. kecepatan rata-rata lalu lintas kurang dari 15 (lima belas)
kilometer per jam; dan

c. lebar jalan efektif untuk ruang lalu lintas minimal 12 (dua
belas) meter.

Kriteria kawasan tidak padat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a.rata-rata penggunaan ruang parkir maksimal 3 (tiga)
kendaraan per hari;

b. kecepatan rata-rata lalu lintas diatas 15 (lima belas)
kilometer per jam; dan

c. lebar jalan efektif untuk ruang lalu lintas kurang dari 12
(dua belas) meter.

Kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kawasan dengan penggunaan ruang parkir di

wilayah yang sudah ditetapkan sebagai objek wisata.

Kawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d merupakan kawasan yang pada prinsipnya bukan

merupakan tempat parkir di tepi jalan umum, namun karena

ada kegiatan atau keramaian tertentu difungsikan sebagai

tempat parkir di tepi jalan umum.

Penetapan lokasi kawasan parkir untuk kawasan padat dan

tidak padat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Pasal 67
Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan

penghitungan Retribusi terutang:

a. untuk parkir berlangganan berdasarkan pendaftaran yag
dilakukan oleh Wajib Retribusi; atau

b. untuk parkir di kawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) berdasarkan jenis kendaraan di kawasan
parkir ditepi jalan umum.

Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan dalam karcis, karcis elektronik, atau dokumen

lain yang dipersamakan baik dalam bentuk elektronik

maupun non elektronik.

Perangkat Daerah Pengelola Retribusi mengajukan porporasi

karcis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
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Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 68

(1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang
berdasarkan karcis, karcis elektronik, atau dokumen lain yang
dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik.

(2) Pembayaran Retribusi terutang oleh Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pembayaran tunai; dan
b. pembayaran non tunai.

(3) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
ke petugas pemungut dengan menggunakan uang tunai;

b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis, karcis
elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan baik
dokumen elektronik maupun non elektronik;

€. petugas pemungut melakukan penyetoran Retribusi ke
bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam setelah wajib Retribusi melakukan
pembayaran ke petugas pemungut; dan

d.untuk hari libur penyetoran dilakukan oleh petugas
pemungut pada Hari pertama setelah hari libur.

(4) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
dengan menggunakan sistim pembayaran elektronik yang
disediakan oleh perbankan atau jasa keuangan lainnya; dan

b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis, karcis
elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan baik
dokumen elektronik maupun non elektronik.

(5) Berdasarkan penyetoran oleh petugas pemungut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran non tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bendahara penerimaan
melakukan pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran
Retribusi terutang dalam buku penerimaan.

(6) Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan
pembayaran Retribusi terutang ke rekening kas umum Daerah
paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung
sejak petugas pemungut menyetorkan hasil penerimaan
Retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 69

(1) Untuk parkir di tepi jalan umum secara berlangganan, Wajib
Retribusi mendapatkan stiker, barcode, atau dokumen bentuk
lainnya yang ditempelkan pada kendaraan Wajib Retribusi.

(2) Stiker, barcode, atau dokumen bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu)
kendaraan untuk satu kali berlangganan.

(3) Stiker, barcode, atau dokumen bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah
pengelola Retribusi.

(4) Stiker, barcode, atau dokumen bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
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a. jenis kendaraan,;

b. tanda nomor kendaraan bermotor; dan

c. masa berlaku langganan.

Wajib Retribusi dilarang menggandakan Stiker, barcode, atau

dokumen bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Wajib Retribusi yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratife

berupa:

a. teguran lisan; dan

b. pembatalan layanan parkir di tepi jalan umum secara
berlangganan.

Pasal 70

Petugas pemungut tetapkan oleh kepala Perangkat Daerah

Pengelola Retribusi melalui keputusan kepala Perangkat

Daerah Pengelola Retribusi.

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menggunakan seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan

lainnya yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengelola

Retribusi.

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang:

a. memungut tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b. tidak memberikan karcis, karcis elektronik atau dokumen
lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi;

c. tidak menyetorkan pembayaran Retribusi sesuai jangka
waktu yang ditetapkan; dan/atau

d.tidak mengenakan seragam, tanda pengenal, dan
perlengkapan lainnya yang disediakan oleh Perangkat
Daerah Pengelola Retribusi.

Petugas pemungut yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi adminstratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pemberhentian sementara sebagai petugas pemungut;
dan/atau

c. pemberhentian sebagai petugas pemungut.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam hal

pelanggaran yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, diberikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak pelanggaran dilakukan.

Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara

sebagai petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b diberikan dalam hal teguran tertulis tidak ditaati

dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali,

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai petugas

pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

diberikan dalam hal pemberhentian sementara dilanggar

dan/atau pelanggaran dilakukan secara berulang lebih dari 2

(dua) kali.

Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak meniadakan tuntutan ganti kerugian dan /atau

tuntutan pidana dalam hal kegiatan yang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.
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Pasal 71
Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama pelayanan
parkir di tepi jalan umum dengan pihak ketiga.
Pemungutan Retribusi melalui kerjasama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah
melalui kajian potensi, kebutuhan, dan kelayakan untuk
pelaksanaan kerjasama.
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria terdiri atas:
a. mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang
mencukupi dalam Pemungutan Retribusi; dan
b. memiliki kemampuan keuangan dalam pemenuhan target
Retribusi yang ditentukan.
Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan
pemeriksaan.
Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan perorangan, Badan usaha
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.
Perjanjian kerjasama pelayanan Retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. sanksi;
d. lokasi;
e. jangka waktu;
f. tanda atau informasi Pemungutan parkir;
g. target Retribusi; dan
h. tata cara pembayaran imbal jasa.

Pasal 72
Pemungutan Retribusi parkir ditepi jalan umum yang
dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan
menggunakan karcis, karcis elektronik atau dokumen lain
yang dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik.
Perangkat Daerah pengelola Retribusi memberikan karcis,
karcis elektronik, atau dokumen lain yang dipersamakan baik
elektronik maupun non elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pihak ketiga.
Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
terlebih dahulu dilakukan porporasi oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendapatan.

Pasal 73

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
menyampaikan surat pemberitahuan Retribusi Daerah
kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi berdasarkan
pada jumlah karcis, karcis elektronik atau dokumen lain yang
dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik yang
telah digunakan.

Surat pemberitahuan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pihak ketiga paling
lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulan.
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Pasal 74
(1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
wajib di setor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja sama.

(3) Pihak ketiga dilarang melakukan Pemungutan Retribusi diluar
tarif yang ditetapkan.

(4) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan Kkewajiban dan
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penundaan pembayaran imbal jasa; dan/atau
C. pemutusan perjanjian kerjasama.

(5) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana
dalam hal kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan
pidana.

Pasal 75

(1) Pihak ketiga diberikan imbal jasa melalui rekening belanja
pada APBD.

(2) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika
Pihak Ketiga telah melakukan penyetoran Retribusi.

(3) Pemberian imbal jasa dilakukan dengan menghitung
persentase tertentu dengan berbasis kinerja yang telah
dicapai.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 76

(1) Pelaporan penerimaan Retribusi parkir ditepi jalan umum
disusun oleh bendahara penerimaan dalam bentuk laporan
realisasi penerimaan yang menjelaskan jumlah Retribusi yang
diterima setiap bulan.

(2) Pelaporan hasil penerimaan Retribusi parkir ditepi jalan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
format laporan manual dan diinputkan ke dalam aplikasi
sistem pelaporan keuangan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinputkan
melalui aplikasi sistem pelaporan keuangan, dicetak dan
disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Umum

Pasal 77
Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar terdiri atas
pelataran, los, meja batu dan kios.
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Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 78

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib
Retribusi yang memperoleh pelayanan pasar kawasan pasar
rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh setiap orang atau Badan melalui Perangkat
Daerah pengelola Retribusi.

(3) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui UPTD pada Perangkat Daerah pengelola
Retribusi maka diteruskan kepada Perangkat = Daerah
pengelola Retribusi.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh setiap orang atau Badan dengan menggunakan formulir
pendaftaran.

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan
(online) melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 79
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan
dengan mengajukan surat permohonan pendaftaran yang
dilengkapi dengan persyaratan :
a. surat pernyataan pemanfaatan;
b. fotokopi kartu tanda penduduk;
c. fotokopi kartu keluarga; dan
d. foto pemohon.

Pasal 80

(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan verifikasi
terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan
pendaftaran.

(2) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perangkat Daerah pengelola Retribusi dapat
membentuk tim verifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3
(tiga) Hari sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan
diterima.

(4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim verifikasi melakukan peninjauan lapangan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan
pendaftaran diterima, Perangkat Daerah pengelola Retribusi
menetapkan calon Wajib Retribusi sebagai Wajib Retribusi.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan
pendaftaran ditolak, Perangkat Daerah pengelola Retribusi
menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan
kepada calon Wajib Retribusi.

Pasal 81
(1) Selain pendaftaran, UPTD pada Perangkat Daerah pengelola
Retribusi melakukan Pendataan terhadap calon Wajib
Retribusi yang tidak mendaftarkan diri secara mandiri.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
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a. UPTD pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi
melakukan pendataan terhadap calon Wajib Retribusi; dan

b. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, UPTD pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi
menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan
kepada calon Wajib Retribusi.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, paling sedikit memuat:

a. jenis pelayanan; dan

b. data pelataran, kios atau los permanen yang ditempati oleh
calon Wajib Retribusi.

Berdasarkan hasil pendataan, Perangkat Daerah pengelola

Retribusi menetapkan calon Wajib Retribusi sebagai Wajib

Retribusi.

Pasal 82

Dalam hal permohonan pendaftaran Wajib Retribusi yang
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) atau
berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (4) maka ditindaklanjuti dengan penerbitan
surat penunjukan.

Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 83

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat

(1) dilarang:

a. mengalihkan objek Retribusi;

b. menyewakan kembali objek Retribusi;

c. menjadikan objek Retribusi sebagai jaminan pelunasan
hutang;

d. mengubah fungsi peruntukan objek Retribusi;

e. melakukan pembiaran/menelantarkan dan/atau tidak
memanfaatkan objek Retribusi melebihi jangka waktu 2
(dua) Hari kecuali atas izin Perangkat Daerah pengelola
Retribusi;

f. mengubah atau menambah bangunan objek Retribusi;
dan/atau

g memasang aliran air dan instalasi listrik tanpa izin
Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

Wajib Retribusi yang melanggar Kketentuan larangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penutupan sementara objek Retribusi; dan/atau

d. pencabutan izin pemanfaatan objek Retribusi.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikenakan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi

dengan mekanisme:

a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Wajib Retribusi untuk pertama kalinya dan
dituangkan dalam berita acara;

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati dalam
jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak teguran lisan diberikan;
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C. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;

d. penutupan sementara objek Retribusi dilakukan apabila
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf ¢ tidak ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari
sejak teguran tertulis ketiga diberikan; dan

€. pencabutan Izin pemanfaatan objek Retribusi dilakukan
apabila penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada
huruf d tidak ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari
sejak penutupan sementara dilakukan.

Dalam hal Wajib Retribusi mematuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d dalam Jjangka waktu 7 (tujuh)

Hari sejak dilakukan penutupan sementara, maka objek

Retribusi dapat ditempati kembali oleh Wajib Retribusi.

Pencabutan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf e disertai dengan kewajiban untuk pengosongan

objek Retribusi paling lama 3 (tiga) Hari.

Dalam hal Wajib Retribusi yang melakukan ketentuan

larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

melaksanakan kewajiban maka dilakukan upaya paksa
pengosongan objek Retribusi.

Upaya paksa pengosongan objek Retribusi dilakukan oleh Tim

Penertiban yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 3
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 84
Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan penetapan
Retribusi terutang.
Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan dalam karcis elektronik atau dokumen
lain yang dipersamakan baik berupa dokumen elektronik
maupun dokumen non elektronik.
Dalam hal terjadi gangguan jaringan, penetapan Retribusi
terutang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
melalui karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diporporasi oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendapatan.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 85

Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang
berdasarkan karcis elektronik, atau dokumen lain yang
dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik.
Pembayaran Retribusi terutang oleh Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pembayaran tunai; dan
b. pembayaran non tunai.
Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang

ke petugas pemungut dengan menggunakan uang tunai;
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b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis elektronik
atau dokumen lain yang dipersamakan baik dokumen
elektronik maupun non elektronik;

C. petugas pemungut melakukan penyetoran Retribusi ke
bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam setelah Wajib Retribusi melakukan
pembayaran ke petugas pemungut; dan

d.untuk hari libur penyetoran dilakukan oleh petugas
pemungut pada Hari pertama setelah hari libur.

Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
dengan menggunakan sistim pembayaran elektronik yang
disediakan oleh perbankan atau jasa keuangan lainnya; dan

b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis elektronik
atau dokumen lain yang dipersamakan baik dokumen
elektronik maupun non elektronik.

Berdasarkan penyetoran oleh petugas pemungut sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran non tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bendahara penerimaan
melakukan pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran

Retribusi terutang dalam buku penerimaan.

Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan

pembayaran Retribusi terutang ke rekening kas umum Daerah

paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung
sejak petugas pemungut menyetorkan hasil penerimaan

Retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 86

Petugas pemungut ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah

pengelola Retribusi melalui keputusan kepala Perangkat

Daerah pengelola Retribusi.

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menggunakan tanda pengenal yang disediakan oleh Perangkat

Daerah pengelola Retribusi.

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang:

a. memungut tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b. tidak memberikan karcis elektronik atau dokumen lain
yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi;

c. tidak menyetorkan pembayaran Retribusi sesuai jangka
waktu yang ditetapkan; dan/atau

d. tidak mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh
Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

Petugas pemungut yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi adminstratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pemberhentian sementara sebagai petugas pemungut;
dan/atau

¢. pemberhentian sebagai petugas pemungut.
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Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) huruf a diberikan dalam hal
pelanggaran yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, diberikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak pelanggaran dilakukan.
Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara
sebagai petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b diberikan dalam hal teguran tertulis tidak ditaati
dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) Kkali,
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai petugas
pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
diberikan dalam hal pemberhentian sementara dilanggar
dan/atau pelanggaran dilakukan secara berulang lebih dari 2
(dua) kali.

Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan ganti kerugian dan /atau
tuntutan pidana dalam hal kegiatan yang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.

Paragraf 5
Pelaporan

Pasal 87
Petugas pemungut Retribusi melaporkan setiap hari hasil
Pemungutan Retribusi pelayanan pasar kepada kepala UPTD
pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Perangkat
Daerah Pengelola Retribusi.
Perangkat Daerah  Pengelola  Retribusi melakukan
pemantauan realisasi pembayaran Retribusi per hari melalui
sistem elektronik yang disediakan oleh Perangkat Daerah
pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 6
Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 88

Pihak penyewa yang melanggar ketentuan diberikan Sanksi

administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara kegiatan usaha.

Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara bertahap sebagai beriku:

a. sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-
masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
Hari;

b. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan;

c. sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dikenakan kepada
penyewa yang sudah 2 (dua) kali mendapat teguran tertulis
dan tidak melakukan perbaikan;
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d. sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh
penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan monitoring dan
evaluasi yang sudah dilaksanakan; dan

e. sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d
dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) Hari.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89
nis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang

merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a.

b.

Q™o oo

(1)

(2)

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;

- penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
. pelayanan rumah potong hewan ternak;
. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak
mengubah status Kkepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar
Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Paragraf 1
Umum

Pasal 90

Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa

pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

meliputi:

a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya di
kawasan pasar raya barat, fase dan pertokoan ikatan
pedagang pasar indonesia dan di kawasan pasar pembantu
dan pasar pabukoan;

b. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha di kawasan
lapau panjang cimpago dan kios ekonomi kreatif di kawasan
pantai air manis;

c. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa lapak ikan;

d. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha pada lokasi
bekas terminal angkutan barang; dan

e. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha pada kolam
renang teratai.

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang:

a. perdagangan;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

43

b. pariwisata;

c. perikanan dan pangan;
d. perhubungan; dan

€. pemuda dan olah raga.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 91

Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib
Retribusi yang memperoleh pelayanan atas penyediaan
tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan
tempat kegiatan usaha lainnya dari Perangkat Daerah
pengelola Retribusi.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh perorangan/individu dan Badan dengan
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh
Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
Pendaftaran calon Wajib Retribusi dilakukan pada Perangkat
Daerah pengelola Retribusi atau UPTD pada Perangkat
Daerah pengelola Retribusi
Selain mengisi formulir pendaftaran, calon Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengisian
surat pernyataan.
Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau akte pendirian

perusahaan;
b. fotokopi kartu keluarga; dan
c. pas photo 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan secara luar jaringan (offline) atau dalam jaringan
(online) melalui pemanfataan teknologi informasi.
Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Perangkat Daerah pengelola Retribusi menerbitkan Nomor
Pokok Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi dan
memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.

Pasal 92
Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau UPTD pada
Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan verifikasi
dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5).
Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan dan
kelengkapan persyaratan diterima.
Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pengelola
Retribusi atau UPTD pada Perangkat Daerah pengelola
Retribusi dapat melakukan kunjungan lapangan.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau UPTD pada
Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menetapkan besaran Retribusi terutang.
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(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak,
Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau UPTD pada
Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyampaikan surat penolakan disertai dengan
alasan penolakan kepada calon Wajib Retribusi.

Pasal 93
Untuk objek Retribusi penyedian tempat kegiatan usaha berupa
lapak ikan tidak melalui mekanisme pendaftaran.

Pasal 94
(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan pendataan
terhadap pedagang yang menjadi Wajib Retribusi.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 95

(1) Terhadap permohonan pendaftaran yang diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) diterbitkan
izin atau surat penunjukan pemanfaatan objek Retribusi bagi
Wajib Retribusi.

(2) Izin atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a. mengalihkan objek Retribusi;

b. menyewakan kembali objek Retribusi;

c. menjadikan objek Retribusi sebagai jaminan pelunasan

hutang;

. mengubah fungsi peruntukan objek Retribusi;

. mengubah atau menambah bangunan objek Retribusi;
menggunakan teras atau selasar di sekitar lokasi berjualan
lebih dari 40 cm (empat puluh sentimeter) untuk objek
Retribusi penyediaan tempat usaha di kawasan pasar raya
barat, fase dan pertokonan pedagang pasar indonesia serta
tempat kegiatan usaha di kawasan pasar pembantu;
dan/atau

g memasang aliran air dan instalasi listrik tanpa izin
Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(4) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penutupan sementara objek Retribusi; dan/atau

d. pencabutan izin pemanfaatan objek Retribusi.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikenakan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi
dengan mekanisme:

a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Wajib Retribusi untuk pertama kalinya dan
dituangkan dalam berita acara;

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati dalam
jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak teguran lisan diberikan;

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;

.o
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d. penutupan sementara objek Retribusi dilakukan apabila
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf c tidak ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari
sejak teguran tertulis ketiga diberikan; dan

€. pencabutan izin pemanfaatan objek Retribusi dilakukan
apabila penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada
huruf d tidak ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari
sejak penutupan sementara dilakukan.

Dalam hal Wajib Retribusi mematuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d dalam jangka waktu 7 (tujuh)

Hari sejak dilakukan penutupan sementara, maka objek

Retribusi dapat ditempati kembali oleh Wajib Retribusi.

Pencabutan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5S) huruf e disertai dengan kewajiban untuk pengosongan

objek Retribusi paling lama 3 (tiga) Hari.

Dalam hal Wajib Retribusi yang melakukan ketentuan

larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak

melaksanakan kewajiban maka dilakukan upaya paksa
pengosongan objek Retribusi.

Upaya paksa pengosongan objek Retribusi dilakukan oleh tim

penertiban yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 96

Dalam hal penyediaaan tempat kegiatan usaha berupa lapak

ikan, maka Wajib Retribusi wajib:

a. menjaga kebersihan lingkungan sekitar lapak ikan;

b. tidak merusak, merubah peruntukan; dan

c. memanfaatkan sesuai rekomendasi yang diberikan.

Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan larangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa:

a. teguran lisan,;

b. teguran tertulis;

c. penutupan sementara objek Retribusi; dan/atau
d. pencabutan izin pemanfaatan objek Retribusi.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenakan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi

dengan mekanisme:

a. teguran lisan dilakukan terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh Wajib Retribusi untuk pertama kalinya dan
dituangkan dalam berita acara;

b. teguran tertulis dilakukan apabila teguran lisan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati dalam
Jjangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak teguran lisan diberikan;

c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;

d. penutupan sementara objek Retribusi dilakukan apabila
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf c tidak ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari
sejak teguran tertulis ketiga diberikan; dan

e. pencabutan izin pemanfaatan objek Retribusi dilakukan
apabila penutupan sementara sebagaimana dimaksud
pada huruf d tidak ditaati dalam jangka waktu 7 (tujuh)
Hari sejak penutupan sementara dilakukan.
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(4) Dalam hal Wajib Retribusi mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam jangka waktu 7 (tujuh)
Hari sejak dilakukan penutupan sementara, maka objek
Retribusi dapat ditempati kembali oleh Wajib Retribusi.

() Pencabutan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf e disertai dengan kewajiban untuk pengosongan
objek Retribusi paling lama 3 (tiga) Hari.

(6) Dalam hal Wajib Retribusi yang melakukan ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
melaksanakan kewajiban maka dilakukan upaya paksa
pengosongan objek Retribusi.

(7) Upaya paksa pengosongan objek Retribusi dilakukan oleh tim
penertiban yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 3
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 97

(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau UPTD pada
Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan penetapan
Retribusi terutang.

(2) Penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan dalam SKRD, karcis, karcis elektronik,
atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu
diporporasi.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 98

(1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan oleh Wajib
Retribusi sesuai dengan jatuh tempo pembayaran Retribusi
kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau UPTD
pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 melalui:

a. bendahara penerimaan; atau
b. petugas pemungut.

(2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola
Retribusi.

(3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui sistem
pembayaran non tunai yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah atau dengan sistem pembayaran tunai dalam hal
terjadi gangguan jaringan.

Pasal 99

(1) Dalam hal pembayaran dilakukan secara non tunai oleh Wajib
Retribusi, petugas pemungut menyampaikan bukti
pembayaran secara non tunai oleh Wajib Retribusi kepada
bendahara penerimaan.

(2) Bendahara penerimaaan melakukan pencatatan, validasi, dan
verifikasi untuk pembayaran non tunai berdasarkan bukti
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(3) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan Daerah.

(4) Dalam hal terjadi gangguan jaringan dan pembayaran
Retribusi dilakukan secara tunai melalui petugas pemungut,
diatur ketentuan sebagai berikut:

a. petugas pemungut menyetorkan hasil Pemungutan
Retribusi ke bendahara penerimaan paling lambat 1x 24
(satu kali dua puluh empat) jam; atau

b. apabila kewajiban penyetoran Retribusi sebagiamana
dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, penyetoran
dilakukan di Hari pertama setelah hari libur.

(5) Bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam wajib menyetor ke kas umum Daerah sejak
petugas pemungut menyetor hasil Pemungutan Retribusi ke
bendahara penerimaan setelah dilakukan pencatatan, validasi,
dan verifikasi.

(6) Penyetoran ke kas umum Daerah oleh bendahara
penerimaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan
menggunakan STS.

(7) Petugas pemungut yang tidak melakukan penyetoran atas
retribusi yang sudah dibayar oleh wajib retribusi dalam jangka
waktu 1 x 24 jam, dikenakan sanksi administratif berupa
surat teguran dari Kepala perangkat Daerah pengelola
Retribusi.

Pasal 100
Perangkat Daerah pengelola Retribusi mengeluarkan surat
persetujuan penggunaan panggung wisata setelah Wajib Retribusi
membayar Retribusi.

Paragraf 5
Penagihan Retribusi

Pasal 101

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang
yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah
jatuh tempo SKRD, karcis, karcis elektronik atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1
(satu) bulan sejak jatuh tempo Retribusi terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak
dapat lagi menerima pelayanan.

Pasal 102
(1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi
dilakukan dalam hal:
a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang;
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b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atau
c. Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut atau pejabat yang
ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi
atau UPTD pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan STRD.

Pasal 103

(1) Sebelum melakukan Penagihan Retribusi terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, kepala Perangkat
Daerah pengelola Retribusi menerbitkan surat teguran atau
pemberitahuan lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi
untuk melunasi Retribusi.

(2) Surat teguran atau pemberitahuan lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lama 3 (tiga) Hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi
terutang.

(3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta
dendanya paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal surat teguran
atau pemberitahuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 6
Pembebasan atau Pengurangan Sanksi

Pasal 104

(1) Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi
dapat membebaskan atau mengurangkan sanksi administratif
berupa denda Retribusi yang terutang, dalam hal sebagai berikut:
a. dalam rangka memperingati hari-hari besar tertentu sesuai

pertimbangan Wali Kota; atau
b. dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena
kesalahannya.

(2) Pembebasan atau Pengurangan Sanksi Administratif karena
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Permohonan pembebasan atau pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala
Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(4) Wali Kota menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan
sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima.

Paragraf 7
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 105
(1) Piutang Retribusi yang dikelola Perangkat Daerah pengelola
Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Penyediaan Tempat
Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
Paragraf 1
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 106

Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan penetapan
Retribusi berdasarkan layanan penyediaan tempat khusus
parkir di luar badan jalan yang diterima oleh Wajib Retribusi.
Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam karcis elektronik atau Dokumen Lain
Yang Dipersamakan baik berupa dokumen elektronik maupun
non elektronik.

Paragraf 2
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 107

Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang

berdasarkan karcis elektronik atau dokumen lain yang

dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik.

Pembayaran Retribusi terutang oleh Wajib Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. pembayaran tunai; dan

b. pembayaran non tunai.

Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
ke petugas pemungut dengan menggunakan uang tunai;

b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis elektronik
atau dokumen lain yang dipersamakan baik elektronik
maupun non elektronik;

c. petugas pemungut melakukan penyetoran Retribusi ke
bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam setelah Wajib Retribusi melakukan
pembayaran ke petugas pemungut; dan

d.untuk hari libur penyetoran dilakukan oleh petugas
pemungut pada Hari pertama setelah hari libur.

Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
dengan menggunakan sistim pembayaran elektronik yang
disediakan oleh perbankan atau jasa keuangan lainnya; dan

b. Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran
diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis elektronik
atau dokumen lain yang dipersamakan baik elektronik
maupun non elektronik.

Berdasarkan penyetoran oleh petugas pemungut sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran non tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bendahara penerimaan
melakukan pencatatan, validasi, dan verifikasi pembayaran

Retribusi terutang dalam buku penerimaan.
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Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan
pembayaran Retribusi terutang ke rekening kas umum Daerah
paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung
sejak petugas pemungut menyetorkan hasil penerimaan
Retribusi Jasa Usaha atas penyedian tempat khusus parkir di
luar badan jalan.

Pasal 108

Petugas pemungut tetapkan oleh kepala Perangkat Daerah

pengelola Retribusi melalui keputusan kepala Perangkat

Daerah pengelola Retribusi.

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menggunakan seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan

lainnya yang disediakan oleh Perangkat Daerah pengelola

Retribusi.

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang:

a. memungut tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b. tidak memberikan karcis, karcis elektronik atau dokumen
lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi;

c. tidak menyetorkan pembayaran Retribusi sesuai jangka
waktu yang ditetapkan; dan/atau

d. tidak mengenakan seragam, tanda pengenal, dan
perlengkapan lainnya yang disediakan oleh Perangkat
Daerah pengelola Retribusi.

Petugas pemungut yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi adminstratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pemberhentian sementara sebagai petugas pemungut;
dan/atau

c. pemberhentian sebagai petugas pemungut.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam hal

pelanggaran yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, diberikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak pelanggaran dilakukan.

Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara

sebagai petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b diberikan dalam hal teguran tertulis tidak ditaati

dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali,

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai petugas

pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

diberikan dalam hal pemberhentian sementara dilanggar

dan/atau pelanggaran dilakukan secara berulang lebih dari 2

(dua) kali.

Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak meniadakan tuntutan ganti kerugian dan /atau

tuntutan pidana dalam hal kegiatan yang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.

Pasal 109
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyedian tempat
khusus parkir di luar badan jalan dapat dilaksanakan melalui
perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
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(2) Pemungutan Retribusi melalui kerjasama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah
melalui kajian potensi, kebutuhan, dan kelayakan untuk
pelaksanaan kerjasama.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria terdiri atas:

a. mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang
mencukupi dalam Pemungutan Retribusi; dan

b. memiliki kemampuan keuangan dalam pemenuhan target
Retribusi yang ditentukan.

(4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan
pemeriksaan.

(5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan perorangan, Badan usaha
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

(6) Perjanjian kerjasama pelayanan Retribusi Jasa Usaha atas
penyedian tempat khusus parkir di luar badan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;

c. sanksi;

d. lokasi;

e. jangka waktu;

f. tanda atau informasi Pemungutan parkir;
g. target Retribusi; dan

h. tata cara pembayaran imbal jasa.

Pasal 110
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyedian tempat khusus
parkir di luar badan jalan yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga dilakukan dengan menggunakan karcis elektronik atau
dokumen lain yang dipersamakan baik elektronik maupun non
elektronik yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola
Retribusi.

Pasal 111

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
menyampaikan surat pemberitahuan Retribusi Daerah
kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi berdasarkan
pada jumlah karcis elektronik atau dokumen lain yang
dipersamakan baik elektronik maupun non elektronik yang
telah digunakan.

(2) Surat pemberitahuan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pihak ketiga paling
lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulan.

Pasal 112

(1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
wajib di setor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja sama.

(3) Pihak ketiga dilarang melakukan Pemungutan Retribusi diluar
tarif yang ditetapkan.
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(4) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan kewajiban dan
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penundaan pembayaran imbal jasa; dan/atau
c. pemutusan perjanjian kerjasama.

(5) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana
dalam hal kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan
pidana.

Pasal 113

(1) Pihak ketiga diberikan imbal jasa melalui rekening belanja
pada APBD.

(2) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika
pihak ketiga telah melakukan penyetoran Retribusi.

(3) Pemberian imbal jasa dilakukan dengan menghitung
persentase tertentu dengan berbasis kinerja yang telah
dicapai.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragraf 1
Umum

Pasal 114
Objek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa berupa:
a. tempat penginapan/pesanggarahan/villa pada UPTD balai
pembibitan agrowisata;
b. tempat penginapan/pesanggarahan/villa di taman hutan raya
bung hatta; dan
c. tempat penginapan/mess BBI.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 115

(1) Pendaftaran terhadap objek Retribusi tempat
penginapan/pesanggrahan/ villa dilakukan oleh setiap orang
atau Badan melalui Perangkat Daerah pengelola Retribusi
atau UPTD pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh setiap orang atau Badan dengan menggunakan formulir
pendaftaran.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara dalam jaringan (online) atau diluar jaringan (offline)

Paragraf 3
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Pasal 116
(1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau UPTD pada
Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan

perhitungan dan penetapan Retribusi berdasarkan jenis
layanan yang diberikan.






